
; I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tenrang 
Pembentukan Daerab-daeran Kabupaten dalarn 
Lingkungan Propinsi Djawa Bara, (Be.ita Negara 
Tahun 1950): 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
lnformasi dan Transaksi Elektronilc (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Nomor 3 IS I); 

Menglngat 

- 

• a. bahwa untuk mendavagunakan arsip dalrun 
penyefenggaraan pernerintah sccara efektif dan 
efisien guna tercapainya tertib administrasi dan 
tercapainya pelaksanaan penyusutan arsip di 
Kabupatcn Bekasi dalarn rangka penyetamatan 
arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja 
aparatur dan pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan daeran. perlu diatur .Jadwal Retensi 
Arsip Substantif Sektor Perkonomian Urusan 
Peternakan, Perikanan. Kelauran, Pcrhubungan 
dan Penanaman Modal Pernerintahan Daerah 
KabupJttcn 13ekasi; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a tersebut di atas, Jadwal 
Ret~nsi Arsip Substaatif tersebut per!u 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi. 

Men:mbaog 

DENGAN RAHMAT TUP.AN VANG MAHA E$A. 

BUPATI BEKASJ, 

TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN 

URUSANPETERNAKAN,PERlKANAN,KELAUTAN,PERBUBUNGAN 

DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTABAN DAERAB 

KABUPATEN BEKASI 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 47 TAHUN 2015 

BUPATI BEKASI 



10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indoensia Nomor 3 Tabun 2013 ten tang 
Pedoman Retensi Arsip Sekror Perekonomian 
Urusan Perhubungan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahur. 2013 Nomor 3); 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 
tndoensia Nomor I Tahun 2013 tcntang 
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian 
Urusan Pertanian [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor \): 

- 

8. Peraturan Menter, Dalam Negeri Nomor 78 
Tahun 201?. tentang Tata Kearsipan di 
Lingkungan Keroenrerian Dalam Negeri clan 
Pemerintah Deera h (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 I 2 Nomor 1282); 

- Peraturan Pemeriruah Nomor 28 Tahun 2012 ,. 
tentang Pclaksanaan Undang-Undang Nc,mor 43 
Tahun ?.009 tcntang Kearsipan (ternbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Renubhk 
Indonesia Nomor 52%\; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerimahan Daerah Kabupaten f 
Kota [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2007 Nemer 82. Tambahan Lembaran 
Negara Rc;:publik tnetoneeta Non-or 4737): 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ternang 
Kearsipan (I..embaran Negara Republik mdooestc 
Te hun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Ta,'lun 2015 tenrang 
Penetapao Peraruran Pr-nggarui Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tenrang 
Pemerintahan Oaerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negar». Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657); 

3 lindang-Lndang xomor 1~ Tanun 2008 lcntang 
K•••rbuk,;s,i lnformas, Publil< [Lemba-an lsegara 
R~pubLik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61. 
1'ambahan temoaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846): 



DaJam Peraturan ini yang di maksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi: 

2. Pemerintah Daerah adatan Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerimanan Oaerah Kabupaten Bekasi; 

BABI 
KETENTUAN UMIJM 

Pasal I 

- 

PERATURAN BUPATI TENTANC JADWAL RETENSI 

ARS!P SUBSTANTlr SEKTOR Pi:;Rf;KONOMiAN 
URUSNI PETERNAKAN, PERIKANAN, KELAUTAN, 

PERHUBUNGAN DAN PENANAMAN MODAL 
PEMERJNTAHAN DAERAH KABUPATEN BEKASJ 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor Pk03.09/45/201S tanggal 17 No,-embcr 
20!5 Pcrihal Pcrserujuan Jad\.;,aJ ~etenst Arsip 
(,JRA) Substantif Pemerintahan oaeran 
Kabupacen Bekasi, 

Memperhati.kan 

13. Peraturan Oacrah Kabupaten Bekas.i Nomor 2 
Tahun 2014 rentang Penyelenggaraan Kearsipan 
(Lembaran Daerab Kabupaten Bekasi Tahun 
2014 Nomor 2); 

14. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Oaeran Kabupaten Bckasi Tahun 
2014 Nomor 8). 

12. Peraturan Kcpata Arsip Nasional Reput>lik 
Indoensia Nomor 7 Tahun 2014 teruang 
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomlan 
Urusan Penanarnan Modal (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7): 

P<:r.,turn.n Kepala Arslp Nas10nal R.-pubbk 
Indoensta Nome,r 6 Tanun 2014 teotang 
Pcdoman Rctcnsi Arstp sekror Perekonomlan 
Urusan Kelauian dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6 ). 



8. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada 
kegunaannya bagi kepcntingan pengguna arsip: 

9. .Jadwal Retensi A.rsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar 
yang berisi sekurang-kurangnya [angka wakru penyimpanan aiau 
retensi, jenis arsip, dan keterangan yang bertsi rekornendasi tentang 
penetapan suatu jeois arsip dlrnusnahkan, dinilai kembali, atau 
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pecioman penyusutan dan 
penyelamatan arsip: 

JO. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dcngan 
cara pemindahan arsu inak.tif dari unit pengolah ke unit 
kcarsipan,pemusnahan arsip yang tidak memillki nilai guna , dan 
penyerahan arsip staris .cepada lemt,aga kearsipan, 

11. Perousnahan Arsip adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan 
secara lisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta tidak memilild 
nitat guna. Penghancuran tersebut harus dilaksanakan secara total, 

- yaitu <iengah cara membakar habis, dicacah atau dengan cara lain 
setungga tidak dapat lagi dikenali baik isi roaupun bentuknya; 

12. Pencipta Arsip adalah pihak yang mernpunyat kemandir.an dan 
oiortcas datam petaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawatJ 
dibiclang pengelolaan arsip dinamis: 

13. Unit Pengolah adalah saruan kerja pada pencrpta arsip vang 
rnernpunyai tugas dan tanggung jawab rncngolah sernua arsip yang 
berkaitan dengan kegiatan penciptaan ar,;i.p cliling)<ungannya; 

14. Unit Kearsipan adalah saman kerja p.arta pencipta arsip yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan 
kearsipan. 

7. Arsip Sta tis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya. dan 
oerketerangan dipermanenkan y-<tllg telah diverifikasi baik secara 
!angsung maupun tidak tangsung otcn Arsip Nasional Republik 
Indonesia dan/atau lembaga kearsipan: 

6. Arsip lnaktif adalah arsip yang trekuensi pcnggunaannya telah 
menurun; 

'i. Arsip Aktif adalah arstp yang frckuensi penggunaannya tinggi dan/ 
a tau terus menerus; 

3. l'.rsip adalah n:kaman kegiatan aiau pensuwa dalam berbagai bentuk 
clan medJa- sesuai dengan perkembangan teknologi Informasa dan 
l<omunikasi yang diouar dan ditcrima o!eh ternbaga t\egara, 
pemenruah naeran, lemb-'.lga pendiclilcan. perusahaan, organisasi 
politik, organtsast kemasyarakatan, dan perorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara; 

4. Arslp Dinamis adalah arsip yang digunalcan secara langsung dalam 
kegiatan pencipta arsip dan disimpan sclama jangka wakru tertenru: 



(2) Proscdur penyusuran arsip di lingkungan Pemerimah K>lbupaten 
Bekasi diatur kemudian mclalui Peraturan 8upati. 

(1) Penyusutan arsip Sektor Perekonomian Urusan Peternakan, 
Perikanan, Keleutan, Pcrhubungan dan Penanaman Modal 
Pemertruahan Daerah Kabupaten Sekasi dilaksanakan dengan 
berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip sebagaimana rlimaksud 
pada ayai Pasal 4 ayat ( LI. 

PasaJ 5 

(2) ,Jadwal Rerensi Arsip Substantif Sektor sebagalmana dimaksud 
pada ayat ( 11 meliputi jenis arstp, jangka waktu simpan akif, jangka 
wakru simpan inaktif, serta keterangan yang berisi pernyataan 
musnah a tau permanen, 

(1) Jadwal Retcnsi Arsip Substanlif 3ektor Perekonomian Urusan 
Peternakan, Perikanan, Kelautan, Pcrhubungan dan Penanaman 
Modal Pemcrintahan Daerah Kabupaten Bekasi tercanturn dalam 
Lampiran, sebagai hagian yang tidak terpisahkan dari Peraruran 
Bupati ini. 

BABIV 
JADWAL RETENSI ARSIP 

Pasal 4 

Ruang lingkup yang diatur c!aJam .Jadwal Retensi Arsip SUbstantif ini 
adalah arsip-araip yang berkairau dengan Scktor Perekonomian Urusan 
Peternakan, Perikanan, Ketautan, Perhubungan dan Pcnanaman Modal 
Pemcrintahan Daerah Kabupateo Bekasi. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Maksud dan tujuan ditetapkannya Jarlwal Rcteosi Arsip SubS<antif 
Sektor Perekonomian Urusan Perernakan, Perikanan. Kelautar., 
Perhubungan dan Penanaman Modal Pemerintahan Daerab Kabupaten 
Bekasi adalah scbagai pedornan daJam penentuan jangka waktu 
penyimpanan dan penyusutan arsip sektor perekonomian Urusan 
Peternakan, Perikanan, Kclautan, Perhuhungan dan Penanaman Modru 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi betdasarkan niJai 
kegunaannya. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 



- 

/"\' ,tauPATI BEKASI/,t 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal 20 ,.-,,.;:-"-~ 2015 

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setlap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pcngundanga.n 
peraruran ;ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bekasi. 

Pasal 7 

BABV 
KETENTUAN PENUTuP 

Arsip yang masih dipcrgunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya 
oapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah tcrlebih dahulu 
mendapat persetujuan Pimpinan Unit Kerja. 

Pasal 6 


